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BUPATI KARANGASEM 

PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR 40 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKARANGASEM, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,  perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 ;  

1 .  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;  

3 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

tentang 
Republik 

Lembaran 
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5. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lambang Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

1 0 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2 0 1 4  tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
182 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6187 ) ;  

1 1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
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12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614 ) ;  

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 1  Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4829); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor6177); 

2 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1  tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219) ;  

23 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016  tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 6  Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 201 7  tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018  tentang 
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2 0 1 1  Nomor 310); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 1  Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560) ; 

3 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

32 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok­ 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7); 
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34. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan 
Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 6); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 5); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 
2010 ten tang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 
2 0 1 1  tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 20 1 1  tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 
2 0 1 1  tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3); 
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40. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 
201 1  tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 201 1  
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 7); 

4 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 
2011  tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2011  Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2 0 1 1  
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 3); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 1  Tahun 
201 1  tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  
Nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 201 1  tentang 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 
6); 

43 . Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 
2 0 1 1  tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 201 1  Nomor 15 ,  Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
8 Tahun 2015  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 1 5  Tahun 201 1  tentang Pajak Penerangan Jalan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015  
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 16); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 
201 1  tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2 011  Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 
2 0 1 1  ten tang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2013 Nomor 10 ,  Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); 
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45. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 
201 1  tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2011  Nomor 17, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 
2 0 1 1  tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 
2 0 1 1  tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2011  Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18  Tahun 
2011  tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 
2011  tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 20 1 1  Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 
20 1 1  tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17) ;  

49. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 1  Tahun 
20 1 1  tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 2 1 ,  Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 ) ;  

50. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 Tahun 
201 1  tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011  Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 
19); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23 Tahun 
2 0 1 1  tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2 0 1 1  Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 20); 
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52. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 24 Tahun 
2 0 1 1  tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 
21 ) ;  

53. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25 Tahun 
201 1  tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011  
Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 22); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 
2011  tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 201 1  Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 
16) ;  

55. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 17  Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 ) ;  

56. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 5); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 
Kakus {Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem 6); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 
7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
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Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan 
Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 13); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8}; 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 12);  

6 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 
2012 tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 15,  Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 
2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 
Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 2); 

63 .  Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 8); 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 
2); 

65 . Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 1  Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2018 Nomor 1 1 )  sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 1 1  Tahun 2018 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 
Nomor 4); 
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66. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 7); 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.  

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019 terdiri atas: 
a. Pendapatan : 

1. Pendapatan Asli Rp. 233.013.034.998,75 

Daerah 
2. Dana Perimbangan Rp. 987.507.077.752,00 
3. La.in lain Rp. 61.367.509.758,78 

Pendapatan 
Daerah Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

b Belanja: 

1. Belanja Tidak 
Langsung: 
a. Belanja Rp. 723.960.851.446, 13 

Pegawai 
b. Belanja Bunga Rp. 13.463.551,41 

c. Belanja Hibah Rp. 14. 763.150.000,00 

d. Belanja Rp. 22.591.164.466,00 

Bantuan 
Sosial 

e. Belanja Bagi Rp. 13.565.839.305,02 

Hasil 
Pemerintah 
Desa 

f. Belanja Rp. 179.189.912.184,00 
Bantuan 
Keuangan 

Rp 1.624.330.234.621,80 
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g. Belanja Tidak Rp. 0,00 

Terduga 
Rp 954.084.380. 952,56 

2. Belanja Langsung: 
a. Belanja Rp. 33.658.827 .200,00 

Pegawai 
b. Belanja Barang Rp. 495.846.044. 749,86 

danJasa 
c. Belanja Modal Rp. 152.232.672.539,85 

Rp 681. 737 .544. 489, 71  

Jumlah Belanja Rp 1.635.821. 925.442,27 

Surplus (Defisit) Rp (11.491.690.820,4 7) 

c. Pembiayaan : 
1. Penerimaan Rp. 120.841.876.092,64 

2. Pengeluaran Rp. 6.380.872.917,64 

Jumlah pembiayaan Rp 114.461.003.175,00 

Neto 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ,  tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ,  dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran 
Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem. 

Ditetapkan di Amlapura 
pada tanggal 19 Agustus 2020 

( BUPATI r"? 
Diundangkan di Amlapura 
pada tanggal 19 Agustus 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPAT 

KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 40. 


